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ABSTRAK

Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu komoditas utama yang mempunyai kontribusibesar
dalam perekonomian Indonesia. Namun, beberapa tahun belakangan ini, kelapa sawit Indonesia
mengalami tindakan diskriminasi dari Uni Eropa. Indonesia dianggap telah mengabaikan isu
lingkungan dengan terus memperluas areal dan produksi kelapa sawit yang mengakibatkan
deforestasi hutan tropis, dan masuk ke dalam kategori Indirect Land Use Change (ILUC) beresiko
tinggi. Dengan adanya ancaman oversupply CPO Indonesia di pasar global jika pembatasan
bertahap RED II mulai berlakukan pada 2024 mendatang, pemerintah terus mengupayakan
pengembangan hilirisasi kelapa sawit agar terciptanya permintaan pasar domestik yang tinggi. Hal
ini dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk menjaga stabilnya harga CPO serta agar CPO
Indonesia tidak bergantung pada pasar Uni Eropa.

Berdasarkan teori neo-merkantilisme, negara harus memfokuskan kepentingannya dengan
melakukan peningkatan industrialiasi dengan baik. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan berdasarkan metodologi deskriptif mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia dalam meningkatkan kualitas CPO Indonesia dengan mengembangkan industri hilir
kelapa sawit agar terciptanya kemandirian ekonomi sehingga CPO Indonesia tidak akan
bergantung kepada pasar Uni Eropa.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwasannya dalam mendukung adanya pengembangan hilirisasi
kelapa sawit, Pemerintah Indonesia pun memberlakukan beberapa kebijakan, seperti insentif pajak,
kebijakan bea keluar (duty), kebijakan mandatori biodiesel, program Peremajaan Sawit Rakyat
(PSR), penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Qil Certification System (ISPO) dan
program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kata kunci : Crude Palm Oil, hilirisasi kelapa sawit, Renewable Energy Directive , Uni Eropa,

Pemerintah Indonesia



ABSTRACT

Crude Palm Oil (CPO) is one of the main commodities that has a major contribution to Indonesian
economy. However, in recent years, Indonesian palm oil has experienced discrimination from the
European Union. Indonesia is considered to have neglected environmental issues by continuing to
expand the area and production of palm oil which has resulted in deforestation which is included
in the high-risk category of Indirect Land Use Change (ILUC). The threat of an oversupply of
Indonesian CPO in the global market if the gradual restriction of RED II comes into effect in 2024
encourages the government to strive to develop downstream palm oil industry in order to create
high domestic market demand. This was done by the government as an effort to maintain stable
CPO prices and so that Indonesian CPO does not depend on the European Union market.

Based on the theory of neo-mercantilism, the state must focus its interests by properly increasing
industrialization. For this reason, this study aims to explain based on a descriptive research
methodology regarding the efforts made by the Government of Indonesia in improving the quality
of Indonesian CPO by developing the downstream palm oil industry in order to create economic
independence so that Indonesian CPO will not depend on the European Union market.

The result of this research shows that in supporting the development of downstream palm oil
industry, the Indonesian Government enforces several policies, such as tax incentives, duty
policies, mandatory biodiesel policies, smallholder palm oil replanting program, strengthening the
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification system and Human Resources (HR)

development programs.

Keywords: Crude Palm Oil, European Union, Indonesian Government, Renewable Energy

Directive, palm oil downstream,
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama yang
mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia sejak tahun 1970. Pada tahun 2018,
Indonesia memiliki total areal perkebunan kelapa sawit seluas 14.326.350 hektar dengan 55,09%
kepemilikan Perusahaan Besar Swasta (PBS), 40,62% Perkebunan Rakyat (PR) dan 4,29% diolah
oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019). Sebaran areal

kelapa sawit tersebut dapat kita lihat pada peta di bawah ini :

Peta Seharan Luas Areal Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2018

SUMATERA UTARA
Luas : 1351603 Ha

KALUMANTAN TIMUR
Luas 1 1.434.480 Ha

CAUMANTAN BARAT
Luss : 1.815.133 Ha

d1aL
135 : 2.706.892 Ha

A8

Jams!
Luas : 1.032.145 Ha

KALIMANTAN TENGAH
SUMATERA SELATAN ——

Luas: 1.040.383 Ka
Luas: 1.137.542 Ha i
d
‘*&“M"'
LEGENDA:
- -
EEE  Rendoh (< 49.839 Ha) o
[ Menengah (49.539 Ha - 201.011 Ha)
= Tinggl (201,512 Ha — 1.032.145 Ha)
N Saneat Tinggl [ > 1.032.145 Ha)

Gambar 1.1 Peta luas areal kelapa sawit Indonesia pada tahun 2018
(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019)
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Pada gambar di atas, Pulau Sumatera memiliki 4 provinsi yang memiliki perkebunan sawit

terluas di Indonesia dengan total areal perkebunan sawit mencapai 8.047.920 Ha. 4 provinsi

tersebut meliputi :

1. Provinsi Riau;

2. Sumatera Utara;

3. Sumatera Selatan;

4. Jambi

Sementara itu, di Pulau Kalimantan juga terdapat 3 provinsi yang memiliki perkebunan sawit

terluas di Indonesia dengan total areal perkebunan sawit mencapai 5.588.075 Ha. 3 provinsi

tersebut meliputi :

1. Kalimantan Barat;

2. Kalimantan Tengah;

3. Kalimantan Timur.

Provinsi di atas merupakan provinsi dengan produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia. Berikut

merupakan total produksi kelapa sawit Indonesia per provinsi pada tahun 2015-2020 :

N | Provins | 2015 2016 2017 2018 2019* | 2020** | Rata- | Kontri
0 i Rata busi
(Ton) %
1 | Riau 8.059.8 | 7.668.0 | 8.113.8 | 8.496.0 | 9.127.6 | 9.775.6 | 8.540. 21
46 81 52 29 12 72 182
2 | Kalima | 3.572.9 | 3.983.7 | 5.778.6 | 7.230.0 | 7.748.4 | 8.298.5 | 6.148. | 15,46
ntan 82 30 11 94 44 84 135
Tengah
3 | Sumate | 5.193.1 | 3.983.7 | 5.119.4 | 5.737.2 | 6.163.7 | 6.601.3 | 5.466. | 13,74
ra Utara 35 30 97 71 71 99 467
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Sumate | 2.193.1 | 2.929.4 | 3.199.4 | 3.793.6 | 4.075.6 | 4.365.0 | 3.530. | 8,88
ra 35 52 81 22 34 04 855
Selatan
Kalima | 1.586.6 | 2.358.3 | 2.840.7 | 3.786.4 | 4.044.7 | 43319 | 3.158. | 7,94
ntan 24 92 10 77 35 30 148
Timur
Kalima | 2.168.1 | 2.192.5 | 2.784.1 | 3.086.8 | 3.316.3 | 3.551.8 | 2.849. | 7,17
ntan 36 91 80 89 63 25 997
Barat
Jambi | 1.794.8 | 1.435.1 | 1.849.9 | 2.691.2 | 2.891.3 | 3.096.6 | 2.293. | 5,77
74 41 69 70 36 21 202
Kalima | 1.049.4 | 1.750.3 | 1.933.7 | 1.464.2 | 1.556.6 | 1.667.1 | 1.570. | 3,95
ntan 63 89 21 27 12 32 257
Selatan
Sumate | 926.61 | 1.183.0 | 1.302.9 | 1.248.2 | 1.298.0 | 1.390.1 | 1.224. | 3,08
ra Barat 8 58 52 69 38 99 856
Lainnya | 3.896.3 | 3.970.0 | 5.042.2 | 5.349.4 | 5.638.5 | 6.038.8 | 4.989. | 12,54
97 34 53 84 58 94 270
Total | 31.070. | 31.730. | 37.965. | 42.883. | 45.861. | 49.117. 100,00
015 961 224 632 121 260

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019)

Keterangan : * = angka sementara
* = angka estimasi

Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu pengekspor minyak sawit terbesar di dunia yang
kemudian diikuti oleh Malaysia, Kolombia dan juga Thailand (Khairunisa & Novianti, 2017). Pada
tahun 2019, menurut data yang dilansir oleh United States Department of Agriculture Indonesia
menempati posisi pertama negara pemasok minyak sawit terbesar di dunia dan memasok setidaknya

separuh atau sekitar 58% dari total produksi minyak kelapa sawit global.
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Rank Country Percent of World Production (%)
1. Indonesia 58%
2. Malaysia 26%
3. Thailand 4%
4. Colombia 2%
5. Nigeria 2%
6. Guatemala 1%
7. Honduras 1%
8. Papua New Guinea 1%
9. Ecuador 1%
10. Brazil 1%

(United States Department of Agriculture, 2019)
Industri minyak kelapa sawit juga memegang peran yang sangat besar dan menyerap banyak
tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2020 tercatat adanya 2,66 juta petani KK (Kepala Keluarga)
dan 4,42 juta Tenaga Kerja (TK) yang hidupnya bergantung pada industri kelapa sawit (Direktorat
Jenderal Perkebunan, 2019).

Namun, beberapa tahun belakangan ini, kelapa sawit Indonesia mengalami tindakan
diskriminasi dari Uni Eropa. Hal ini berawal saat Uni Eropa mengeluarkan Resolusi Parlemen Uni
Eropa mengenai Palm Oil and Deforestation of Rainforest pada tanggal 4 April 2017 (Suwarno,
2019). Indonesia dianggap telah mengabaikan isu lingkungan dengan terus memperluas areal dan
produksi kelapa sawit yang mengakibatkan deforestasi hutan tropis, dan masuk ke dalam kategori
Indirect Land Use Change (ILUC) beresiko tinggi. Indirect Land Use Change (ILUC) atau

perubahan penggunaan lahan tidak langsung merupakan tindakan mengubah hutan menjadi lahan
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pertanian bahan bakar nabati. Kebijakan ini kemudian ditetapkan oleh Uni Eropa ke dalam kategori
ILUC high risk dan ILUC low risk berdasarkan Renewable Energy Directive 11. Penetapan kategori
ini dilakukan dengan memperkirakan emisi yang dihasilkan oleh penggunaan lahan pertanian
tersebut.

Renewable Energy Directive (RED) merupakan kebijakan Uni Eropa yang telah ditetapkan
pada 23 April 2009 dalam rangka memangkas emisi gas rumah kaca dengan cara menargetkan
setidaknya 20% dari total energi Uni Eropa berasal dari sumber terbarukan yang ramah lingkungan
pada tahun 2020 dan 10% untuk bahan bakar transportasi. Produksi minyak seperti rapeseed oil di
Uni Eropa ini terbilang begitu rendah sehingga membuat Uni Eropa harus mengimpor bahan bakar
nabati dari negara-negara penghasil CPO seperti Indonesia dan Malaysia (Wahyudi, 2019). Namun,
pada proses implikasi kebijakan ini, permasalahan utama pun muncul. Uni Eropa menganggap
produksi minyak kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan, menyumbang emisi gas rumah
kaca dalam skala yang masif dan merenggut habitat satwa liar. Pernyataan ini tentu saja sangat
bertolak belakang dengan kebijakan RED yang mengharuskan negara-negara Uni Eropa
menghemat emisi gas rumah kaca dari penggunaan biofuel dan bioliquid. Seperti yang telah diatur
dalam pasal 17 Directive 2009/28/EC yang memuat mengenai bahan bakar nabati yang tidak boleh
dibuat dari bahan baku yang diperoleh dari hutan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi
dan digunakan untuk konservasi alam seperti tempat perlindungan spesies langka (European Union,
2009).

Kebijakan ini terus berlanjut dengan adanya Renewable Energy Directive II (RED II). RED II
merupakan amended version dari RED 1 dan telah disepakati pada 14 Juni 2018 dengan
menetapkan target energi terbarukan setidaknya 32% dari total energi yang dibutuhkan pada tahun

2030 (European Commission, 2020). Pada proses impelementasinya, RED II memperhitungkan
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Indirect Land Use Change (ILUC) untuk memastikan bahan baku pembuatan bahan bakar nabati
Uni Eropa tidak berasal dari lahan yang mengakibatkan adanya deforestasi hutan tropis atau lahan
gambut. Kebijakan RED II ini mengharuskan Indonesia untuk memenuhi standar green politics
Uni Eropa agar CPO Indonesia bisa memasuki pasar Uni Eropa. Dengan kata lain, untuk
memenuhi standar tersebut, biaya produksi minyak kelapa sawit pun akan ikut meningkat.
Implikasinya bagi Indonesia apabila biaya produksi meningkat adalah hilangnya keunggulan
komparatif yang dimiliki produk minyak kelapa sawit Indonesia. Selain menganggap Indonesia
telah mengabaikan isu lingkungan, Uni Eropa juga menyatakan bahwasannya minyak kelapa sawit
Indonesia ini tidak baik dikonsumsi untuk kesehatan manusia (Wahyudi, 2019).

Menurut neo-merkantilisme, tatanan dunia yang anarki ini dapat menciptakan adanya kondisi
kompetitif dalam perdagangan internasional (Irawan, 2019). Dalam kasus ini, Indonesia dan Uni
Eropa memiliki kepentingan nasional yang bertentangan sehingga menyebabkan adanya kondisi
kompetitif di antara keduanya. Uni Eropa melakukan tindakan diskriminasi terhadap CPO
Indonesia dengan alasan karena Indonesia telah megabaikan isu lingkungan dan tidak sesuai
dengan apa yang telah diatur dalam kebijakan Renewable Energy Directive. Selain itu, adanya
asumsi dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa Uni Eropa tengah berupaya melakukan
proteksi dalam negeri agar produk minyak dari biji bunga matahari Uni Eropa tidak kalah bersaing
dengan produk minyak kelapa sawit Indonesia yang memiliki harga yang relatif lebih murah
(Wahyudi, 2019).

Sebagai upaya perlawanan, pada bulan Januari 2020, Indonesia pun melayangkan gugatan
melawan Uni Eropa kepada World Trade Organization (WTO) atas tindakan diskriminasi terhadap
produk kelapa sawit Indonesia yang dilakukan oleh Uni Eropa. Tak hanya itu, Indonesia pun secara

terang-terangan melakukan pembalasan (retaliation) dengan cara menghentikan ekspor bijih nikel
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ke pasar Eropa pada 1 Januari 2020. Tindakan ini pun mendapatkan respon negatif dari Uni Eropa
karena kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia ini dapat memberikan
dampak kerugian besar terhadap besi baja Uni Eropa yang membutuhkan bahan baku dari bijih
nikel Indonesia.

Indonesia menyadari bahwasannya pemerintah harus segera merencanakan langkah yang tepat
sebelum adanya keputusan WTO. Ada jutaan petani sawit domestik yang terkena dampak ekonomi
akibat kampanye negatif Uni Eropa ini. Friedrich List (1840), seorang ekonom asal Jerman,
menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara tidak hanya bergantung pada jumlah kekayaan yang
dimiliki negara, akan tetapi pada sebaik dan sejauh mana negara tersebut dapat mengembangkan
kekuatan produksi atau industrialisasinya karena kemampuan suatu negara dalam berproduksi itu
lebih penting daripada hasil produksi suatu negara (Jackson & Sorensen, 2013). Oleh karena itu,
di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia pun terus mengembangkan program-program
guna meningkatkan kualitas dan produktivitas CPO Indonesia. Seperti program Peremajaan Sawit
Rakyat (PSR) yang menargetkan 500.000 hektar dalam kurun waktu 3 tahun. Program PSR ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas CPO Indonesia agar lebih ramah lingkungan tanpa adanya
pembukaan lahan baru. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya penguatan sertifikasi
Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO) yang ditandai dengan ditetapkannya
Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia (ISPO). Dan yang terakhir, pemerintah terus mengembangkan hilirisasi CPO melalui
hilirisasi oleofood, oleochemical dan biofuel. Terkhususnya program biofuel seperti B30, B40,
B50, B100 (green fuel) hingga D100 (green diesel). Tidak berhenti disitu saja, pengembangan
green fuel dan green diesel ini diharapkan dapat menjadi pacuan bagi pemerintah dan Pertamina

agar Indonesia dapat menghasilkan green gasoline
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(G100) dan juga green Jet Avtur (J100) yang berbahan dasar minyak kelapa sawit (Kementerian
Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2020). Menurut Presiden Jokowi, ada 3 alasan mengapa
program ini sangat penting untuk diimplementasikan, yaitu :

1. Berusaha mencari sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, memangkas emisi
gas rumah kaca dan melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil yang suatu saat akan habis.

2. Mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Potensi besar yang dimiliki Indonesia ini
harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan serta kemandirian energi nasional
Indonesia.

3. Menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat tinggi. Dengan tingginya permintaan
CPO di pasar domestik, hal ini tentu saja akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan
petani sawit domestik sehingga tak perlu khawatir jika Uni Eropa akan bersikeras memboikot
sepenuhnya CPO Indonesia pada 2030 mendatang berdasarkan kebijakan Renewable Energy

Directive II (RED II).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti jabarkan di atas, maka dapat diuraikan rumusan
masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
dalam meningkatkan kualitas Crude Palm Oil (CPO) Indonesia guna mengantisipasi kebijakan

Renewable Energy Directive Il (RED II) Uni Eropa?”

1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dibuat untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
dalam meningkatkan kualitas Crude Palm Oil (CPO) Indonesia guna mengantisipasi kebijakan

Renewable Energy Directive Il (RED II) Uni Eropa.
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1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menyajikan informasi secara
mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi
tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia.
Selain itu, peneliti berharap, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian
yang berkaitan dengan permasalahan CPO Indonesia dan Uni Eropa di kemudian hari. Secara
praktis peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat
Indonesia terkait program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas

CPO Indonesia seperti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
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